| BUPATI KEPULAUAN ARU
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU i

NOMOR 2  TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
P KABUPATEN KEPULAUAN ARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan
pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang
bersumber dari APBD yang berdasarkan ketentuan
Pasal 129 dan Pasal 130 Peraturan Pemerintah Nomor
58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuarigan Daerah,
Bupati Kepulauan Aru berwenang melakukan

pembinaan pengelolaan keuangan daerah;

b.  bahwa dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan
hibah dan bantuan sosial agar tercipta' tertib
administrasi, akuntabilitas dan transparansi
pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),
perlu adaﬁya penetapan pedoman kepada pemerintah
daerah; _

c. bahwa berdasarkan per'tirnbangan éebagajmana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Aru tentang
Penetapan Pedoman Pemberiah Hibah dan Bantuan
Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD),



" Mengingat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang
Organisasi Kemasyarakatan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3298); |
Undang-Undang Nomor 17 Tahun ‘2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomior 4286); ‘
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 ‘tentang
Pembentukan Kabupaten Seram Bagién. Timur,
Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten
Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); .
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Terhadap Undang—U'ndang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik'lﬁdonesia Nomor
4844}; . o
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

-Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keﬁangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502); o
Peraturan Pemerintah Republik Iﬁdonesia Nomor 54
Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara 'Repub]jk Indonesia Nomor
4574); -

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55
Tahun 2005 tentang Dana Peﬁmbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575); | ” |
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576); _

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38

Tahun 2007 tentang Pembagiaxi Urusan Pemerintahan

antara Pemerintah, Pemerintah Darerah Provinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota {Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Republik Indoncéia Nomor 41
Tahun 2007 tentang Organisasi Peréngkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indontesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741}); '

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan

Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik




16.

17,

18.

19.

20.

21.

Indonesia Téhun 2011 Nomor 23, Tambghan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5202); o

Peraturan Pemerintak Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54
Tahun 2010 tentang Peﬁgadaan Barang/Jasa
Pemerintah, sebagaimana telah diubah- beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Pre&den Nomor 70 Tahun
2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Repub]jk Indonesia
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompoka_n
Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Operasional
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata
Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan
Dana Operasional; |

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial ,yéng Bérsumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri ‘Dalam Negeri
Nomor 39 Tahun 2012; i

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik‘ Indonesia
Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belan;a Daerah Tahun
Anggaran 2013; |



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATUKAN BUPATI KEPULAUAN ARU  TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN 'BANTUAN
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Bagian Pertama
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1)
2)
3)

4)

6)

8)

Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru;

Bupati adalah Bupati Kepulauan Aruy;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daeréh ‘sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah; |

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah ,dala'm rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan
hak dan kewajiban daerah tersebut; _

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana 'keuangan tahunan pemerintaha\_.n daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan
ditetapkah dengan peraturan daerah; ‘

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara
umum daerah; |

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah | Daerah yang
melaksanakan pengelolaan APBD; |

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna

anggaran/barang;



s,

iy

.+~ 10)

11)

12)

13)

14}

15)

16)

17)

18)

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD
adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin
oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyié.pkan serta
melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyﬁsunan APBD
yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat
lainnya sesuai dengan kebutuhan;

Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selan;utnya d1$1ngkat RKA-PPKD
adalah rencana kerja dan-anggaran badan/dinas/bagian keuangan selaku
Bendahara Umum Daerah;

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkét RKA-SKPD
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program,
kegiatan dan anggaran SKPD; -

Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-
PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/ dinas/bagian
keuangan selaku Bendahara Umum Daerah; ,

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-
SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan "belanja setiap
SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan -oleh pengguna
anggaran;

Hibah adalah pembenan uang/barang atau Jasa dari pemermtah daerah

kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah,

masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang éecaifa spesifik telah
ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mehgikat, serta
tidak secara terus menerus yang bertujufiln untuk menunjang
penyelenggaraan urusan pemerintah daerah; | |

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari
pemenntah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang
bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;
Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan
potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu,.
keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial,
krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika
tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak
dapat hidup dalam kondisi wajar; |

Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah
naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggarén Pendapatan dan
Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah;



e

'19) Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota

masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar
kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepcrcayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam
rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah N egara Kesatuan Republik
Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk orgamsa31 non
pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasar};an ketentuan

perundang-undangan.

BAB I
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelax{s naan dan

penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan

evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

1)

2)

Pasal 3
Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang,

atau jasa;
Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang

atau barang.

BAB III
HIBAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesual kemampuan
keuangan daerah; .

Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib; _

Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk
menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah
dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutah,. rasionalitas, dan
manfaat untuk masyarakat;

Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria
paling sedikit: |



Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun
anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-
undangan; dan | | '

¢. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada:

1)

2)

3)

4)

5)

Pemerintah;

Pemerintah daerah lainnya;
Perusahaan daerah;
Masyarakat; dan/atau

Organisasi kemasyarakatan,

Pasal 6
Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a
diberikan kepada satuan Xerja perangkat daerah (SKPD) dari

kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya

‘berada dalam Kabupaten Kepulauan Aru;

Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana &imaksud dalam
Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran
daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang—ﬁhdangan;

Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf-¢ diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah ‘dalam rangka
penerusan hibah yang diterima pemerintah daérah dari pemerintah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Hibah kepada mésyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d
diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam
bidang perckonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat
istiadat, dan keolahragaan non professional; | o

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf e diberikan kepada organjsési kemasyarakatan yang
dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 .
Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4)
diberikan dengan persyaratan paling sedikit: -
a. Memiliki kepengurusan yang jelas; dan _
b. Berkedudukan dalam wilayah administraéi pemerintah Kabupaten
Kepulauan Aru. |



&)

4)

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaiménai dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit: |

a. Telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya
3 Tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-
undangan |

b; Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemenntah Kabupaten
Kepulauan Aru; dan |

c. Memiliki sekretariat tetap.

Bagian Kedua
Penganggaran
Pasal 8 ‘ :

Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, fnasyarakat
dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah
secara tertulis kepada kepala daerah; :
Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan
hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD;
TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi. sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan

keuangan daerah.

Pasal 9 -
Rekomendasi kepala SKPD dan perﬁmbangan TAPD sebagaimana
dimaksud datam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) menjadi daéar pencantuman
alokasi snggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS;
Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 10 _
Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD; |
Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD;

'RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dan ayat

{2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan

perundang-undangan.



2)

3)

4

S)

1)

1)

2)

| Pasal 11 ‘
Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)
dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis 'belanja hibah,
obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanj'a hibah pada‘PPKD'
Objek belanja hibah dan rincian objek belanja h;bah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Pemerintah;
b. Pemerintah daerah lainnya;
c. Perusahaan daerah;
d. Masyarakat; dan
€. Organisasi kemasyarakatan ‘
Hibah berupa barang atau jasa sebagai:ﬁana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langéung vang
diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam
jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja‘ hibah barang atau jasa dan
rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang disérahkan kepada
pihak ketiga/masyarakat pada SKPD; |
Kepala Daerah mencantumkan daftar nama penerima, alamat pe-nerima
dan besaran hibah dalam Lampiran III Peraturan Kepala ?Daerah tentang
Penjabaran APBD; _ '
Format Lampiran III Peraturan Kepala Daerail sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran LI Peraturan Bupati ini, sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 12

Pelaksanaan anggaran hibsh berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD;
Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas
DPA- SKPD. |

Pasal 13 _
Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani
bersama oleh kepala daeréh dan penerima hibah; _
NPHD sebagalmana dimaksud pada ayat (1) paling sed1k1t memuat
ketentuan mengenai:
a. Pemberi dan penerima hibah;

b. Tujuan pemberian hibah;
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4)

¢. Besaran/rincian penggunaan hibah vang akan diterimé%

d.- Hakdan kewajiban;

e. Tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan

Kepala daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi Wewenangr un‘fuk'

menandatangani NPHD.

Pasal 14 ‘

Kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah"beserté besaran uang
atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan deﬁgan keputusan
kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentahg -APBD dan
peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD;

Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1} menjadi
dasar penyaluran/penyerahan hibah; |
Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima
hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD; \
Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme

pembayaran langsung (LS).

Pasal 15

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

1)

2)

2)

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 16

Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah
kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait;
Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan
penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 17
Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada
PPKD dalam tahun anggaran berkenaan; ' .
Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai rea]isasi obyek belanja
hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan
pada SKPD terkait. |

Pasal 18

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pembeﬁén hibah meliputi:

a.

Usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah;



4}

1)

2)

1)

Keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah;
Naskah perjanjian hibah daerah (NPHD);

Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang
diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan

Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah

terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 19 .
Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan matenal atas
penggunaan hibah yang diterimanya;
Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
a. laporan penggunaan hibah; .
b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa‘. hibah yang
diterima telah digunakén sesuai NPHD; dan _
c. Bukti-bukti pengeluaran yang Iengkap dan sah sesuai peraturan
perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan
 bukti serah terima barang/jasa bagi. penerima hlbah berupa
barang/jasa.
Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan
huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10
bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuaij -
peraturan perundang-undangan; | |
Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada aydt (2) huruf c
disimpan dan dipergunakan oleh penerima  hibah selaku obyek

pemeriksaan.

Pasal 20
Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah
dalam tahun anggaran berkenaan; , |
Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah
sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dﬂaporkan sebagal

persediaan dalam neraca.

Pasal 21
Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai
standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi- anggaran dan
diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan
laporan keuangan pemerintah daerah; ‘
Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum ‘pada Lampiran II

Peraturan Bupati ini.



o

1)

BAB IV
BANTUAN SOSIAL
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan §osia.1 kepada
anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah;

Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dﬂakukan
setelah memprioritaskan pemenuhan belanja wurusan wajib dengan
memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk

masyarakat.

Pasal 23

Anggota/kelompok masyarakat‘seba,gajmana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1)

meliputi:

1)

2)

S)

6)

Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengélami_r keadaan yang
tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana,
atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang
lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau
masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;

Bantuan sosial berupa uang kepada individu ‘dan/atau keluarga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, terdiri dari bantuan
sosial kepada individu dan/atau keluarga yvang direncanakan dan yang
tidak dapat direncanakan sebelumnya; |

Bantuan sosial yang direncanakan scbagaimana dimaksud pada ayat (3)
dialokasikan kepada individu dan/atau keiuérga yvang sudah jelas nama,
alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD;

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko
sosial vang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang
apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang
lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yaﬁg bersangkutan; |

Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat ‘direncanakan sebelumnya
sebagaimana diﬁlaksud pada ayat (5) tidak melebihi pagu alokasi
anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat {4}.




L

2)

4)

5)

2)

Pasal 24
Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalani Pasal 22 ayat {1)
memenuihi kriteria paling sedikit:
a. Selektif;
b. Memenuhi persyaratan penerima bantuan;
c. Bersifat sementara dan tidak terus menerus kecuali_ dalam keadaan
tertentu dapat berkelanjutan; |

d. Sesuai tujuan penggunaan.

~Kriteria selektif sebaga.tmana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan

bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang

ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial;

Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaim:ana dimaksud pada ayat

(1) huruf b meliputi:

a. Memiliki identitas yang jelas; dan 4

b. Berdomisili dalam wilayah adrﬁinistratif‘ pemerintahan Kabupaten
Kepulauan Aru. '

Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana

dimaksud pada ayat {1) huruf c¢ diartikan bahwa pemberian ‘bantuan

sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran;

Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf ¢ diartikan bahwa bantuan sosial dapat di_beﬁkan setiap tahun

anggaran sampai penerima bantuan telah 1e1$as dari resiko sosial;

Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:

Rehabilitasi sosial;

Perlindungan sosial;

Pemberdayaan sosial;

Jaminan sosial;

Penanggulangan kemiskinan; dan

™o a0 TP

Penanggulaﬁgan bencana.

Pasal 25 |
Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a
dityjukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan
seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan
fungsi sosialnya secara wajar;
Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf
b ditujukan untuk mencegah dan menangaii resiko dari glmcangan dan

kerentanan sosial sesecorang, keluarga, kelompok ' masyarakat agar



4)

6)

2)

1)

kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan k‘ebllatuhan dasar
minimal; | ' | .
Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 6)
huruf ¢ ditgjukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok
masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyal daya, sehingga
mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;

Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d
merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan
agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang Iayak'; |
Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dirﬁaksud dalam Pasal 24 ayat
(6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan
terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai
atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi
kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan; |
Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6}
huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan ﬁntuk rehabilitasi.

Pasal 26 | ‘
Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung
oleh penerima bantuan sosial; | |
Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
uang yang diberikan secara langsung kepada penerima Seperti beasiswa
bagi anak miskin, yayasan pengelola yat]m piatu, nelayan miskin,
masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan
putra putri pahlawan yang tidak mampu;
Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud : pada ayat (1)
adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti
bantuan kendaraan operasional untuk sekolah har biasa swasta dan
masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin,
bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi
kelompok masyarakat kurang mampu. |

Bagian Pertama

Penganggaran
Pasal 27

Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada
kepala daerah; | |

Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluaéi usulan
tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
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3)

1)

2)
3)

1)

2)

3)

4)

Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat '(2') menyampaikan
hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD;

TAPD memberikan pertimbangan atas rékofnendasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan

keuangan daerah.

Pasal 28 .
Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4) :‘menjadi dasar
pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan
PPAS; |
Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 29
Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA—PPKD; ‘
Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD;
RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBDl‘ sesuai

peraturan perundang-undangan.

Pasal 30
Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak
langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan
rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD;
Objek belanja bantuan sos1al dan rincian objek belanja bantuan sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
a. - Individﬁ dan/atau keluarga;
b. Masyarakat; dan
¢. Lembaga non pemerintahan.
Bantuan sosial berupa barang dianggarkan‘ dalam kelompok belanja
langsung yang diformulasikan ke dalam program dén kegiatan, yang
diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan
sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang
diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD;
Kepala Daerah mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima
dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Kepa_la Daerah
tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada mdmldu

-dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;

Format Lampiran IV Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini, sebagai



1)

2)

3)

4)

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD. '

Pasal 31 _
Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas
DPA-PPKD;

Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas
DPA-SKPD. | |

Pasal 32 o
Kepala daerah menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial
dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang
APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD;
Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar
penerima bantuan sosial yang tercantum dalam kepﬁtusan kepala daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada
individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; |

Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan /atau

'kehiarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 23 didasarkan pada permintaan ‘tertulis dari
individu dan/atau keluarga yang bersangkutan“ atau surat keterangan
dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan kepala daerah
setelah diverifikasi oleh SKPD terkait; | ‘

Pencairan bantuan sosial berupa uang .dilakukan dengan cara
pembayaran langsung (LS); : |

Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp.
5.000.000,00 (lima juta rupiah} pencairannya dapat dilakukan melalui
mekanisme tambah uang (TU);

Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengah kuitansi bukt

penerimaan uang bantuan sosial.

Pasal 33

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2} berpedoman pada peraturan perundang-

undangan.
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2)

4)

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 34

Penerima bantuan sosial berupa wuang menyampaikan laporan
penggunaan bantuan sosial kepada kepala daefah melalui PPKD dengan
tembusan kepada SKPD terkait; |

Penerima bantuan sosial berﬁpa barang ﬂienyatﬁpaikan- laporan
penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui kepala SKPD
terkait.

Pasal 35
Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja
bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan;
Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai réalisaSi obyek belanja
bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam ﬁrogram dan
kegiatan pada SKPD terkait; |
PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu
dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan Isebelumnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 paling lambat tanggal 5 Januari
tahun anggaran berikutnya, -
Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama
penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-

masing individu dan/atau keluarga.

Pasal 36

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial

meliputi:

a. Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau
surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada kepala daerah;

b. Keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima bantuan
sosial; ‘ '

c. Pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa
bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan;
dan o )

d. Bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial
berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan
sosial berupa barang. L o

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan

huruf ¢ dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau

keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.



1)

3)

1)

2)

2)

1

Pasal 37
Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material
atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya;
Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
a. Laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan
sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan
perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau
salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial
berupa barang. 1
Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan
huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10
bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai
peraturan perundang-undangan; o .
Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Vaya.lt 2} huruf ¢
disimpan dan dipergunakan oleh penerimma bantuan sosial selaku obyek
pemeriksaan.

| Pasal 38
Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan' keuangan pemerintah
daerah dalam tahun anggaran berkenaan;
Bantuan sosial berupa barang yang belum dlserahkan kepada penerima
bantuan sosial sampai dengan akhir tahun ‘anggaran berkenaan

dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 39 |
Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar
akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan
diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalami penyusunan
laporan keuangan pemerintah daerah; |
Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang
sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan

Bupati ini.

BABV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 40

SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah

dan bantuan sosial;



2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada kepala daerah dengan tembusan kepada SKPD yang

mempunyai tugas dan fungsi pengawasan,

Pasal 41 :
Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
40 ayat (2] terdapat peniggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai
dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang
bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

BAB VI
LAIN-LAIN
Pasal 42

1) Tata cara  penganggaran, pelaksanaan = dan ‘penatausahaan,
pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah
dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah;

2) Pemerintah daerah dapat menganggarkan hibah dan’ banman sosial
apabila telah menetapkan peraturan kepala daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat {1); _ ‘

3) Peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) harus
menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini, paling lambat sebelum
ditetapkan persetujuan bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD
terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD; . ‘

4)  Dalam hal pengelolaan hibah dan/atau bantuan sosial tertentu diatur lain
dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan
dimaksud dikecualikan dari Peraturan Bupati ini. | |

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 43 |

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini penganggaran, pélak‘sanaan dan
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan
evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial mu1a1 tahun anggaran 2013
berpedoman pada Peraturan Bupati ini. '



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Bupati ini diundangkan dengan

penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 8 Mei 2013
% BUPATI KEPULAUAN ARU,

THEDDY TENGKO

Diundangkan di Dobo
pada tanggal % Mei 2013
. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

MBROSIUS AGUSTUS GAINAU

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2013 NOMOR &




LAMPIRAN 1.1 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU

NOMOR  : 8 Thbuw oty '

TANGGAL : 8 MEI 2013

' TENTANG : PENETAPAN PEDOMAN PEMBERIAN

HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ' ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU

LAMPIRAN Il¥

PERATURAN KEPALA DAERAH
NOMOR

TENTANG

{judul)

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
' ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA

SN IR

| Dst

{BUPATI KEPULAUAN ARU,

N *éﬂ}
THEDDY TENGKO

t

e
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LAMPIRAN LII PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU

NOMOR
TANGGAL
TENTANG
LAMPIRAN IV
PERATURAN KEPALA DAERAH
NOMOR
TENTANG

judul)

8 Takuw o
8 MEI 2013 :

: PENETAPAN PEDOMAN PEMBERIAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER  DARI  ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAU
KABUPATEN KEPULAUAN ARU

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA

NO NAMA PENERIMA | ALAMAT PENERIMA | .
1 - i i
1.

2.

3.

4.
5.
| Dst

BUPATI KEPULAUAN ARU,

THEDDY TENGKO
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LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU

NOMOR 8 Tapun 1o
TANGGAL MET 2013 v
TENTANG  :PENETAPAN PEDOMAN PEMBERIAN

HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER  DARI  ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU

FORMAT KONVERSI DAN PENGUNGKAPAN HIBAH BERIPA

BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG
I. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD:

SKPD ........

..........................

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER .....

' (Dalam Rupiah)
" Nomor Uraian i
Urut o
1 Pendapatan
1.1 Pendapatan Asl Daerah
1.1.1 Pendapatan pajak daerah *)
1.1.2 Pendapatan retribusi daerah
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
o yang Sah
| Jumlah
2 Belanja '
2.1 Belanja Tidak Langsung
2.1.1 Belanja Pegawai
2.2 Belanja Langsung
2.2.1 Belanja Pegawai
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.2.2.1 Belanja Hibah Barang
Hibah barang/jasa vang
2.2.2.1.1 diserahkan kepada pihak
ketiga /masyarakat
2.2.2.2 Belanja Bantuan Sosial Barang
Bantuan sosial barang yang
2.2.2.2.1 disethkan kepada pihak
- ' ketiga/masyarakat
Belanja barang untuk
2903 diserahkan  kepada pihe}k
e ketiga/masyarakat selain
_ hibah dan bantuan social **)
Barang/jasa selain hibah dan
2.2.2.XX | bantuan sosial
2.2.3 Belanja Modal _
Jumlah
Surplus/{Defisit)

*) khusus untuk SKPD yang melaksanakan tugas pemungutan pajak.
**} Termasuk penganggaran hadiah yang diberikan pada kegiatan dalam suatu

perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.

T T i e A o



II. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD:

PEMERINTAH PROVINSI/ KABUPATEN / KOTA ...
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER .....

Nomor Uraian
Urut

1 Pendapatan
1.1 Pendapatan Asli Daerah -
1.1.1 Pajak daerah
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

T dipisahkan _
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah vang Sah
1.2 Dana Perimbangan
1.2.1 Dana Bagi Hasil
1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak
! 2 1.9 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya
1.2.2 Dana Alokasi Umum
1.2.3 Dana Alokasi Khusus

. 1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1.3.1 Pendapatan Hibah
1.3.2 - Dana Darurat ‘
1.33 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan

o Pemerintah Daerah Lainnya
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
135 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau

T Pemerintah Daerah lainnya

Jumlah Pendapatan

2 Belanja
2.1 Belanja Tidak Langsung
2.1.2 Belanja Bunga
2.1.3 Belanja Subsidi
2.1.4 Belanja Bantuan Sosial
2.1.5 Belanja Bagi Hasil
2.1.6 Belanja Bantuan Keuangan
2.1.7 Belanja Tidak Terduga

ol

Jumlah Belanja
Surplus/(Defisit)

Pembiayaan Daerah
Penerimaan Pembiayaan Daerah
Penggunaan SILPA
Pencairan Dana Cadangan
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
Penerimaan Pln_]aman Daerah
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
Penerimaan Piutang Daerah
Jumlah Penerimaan
Pengeluaran Pemhiayaan Daerah
Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal {Investasi) Pemerintah
Daerah ,
Pembayaran Pokok Utang
Pemberian Pinjaman Daerah
Jumlah Pengeluaran
. Pembiayaan Neto
Sisa Lebih Anggaran (SILPA)

ot Ll L B SR TS
Ov[hi WMo
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il. FORMAT KONSULIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH.

A. KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH '
No Uraian SATKER 1 | SATKER 2 PPKD | Gabungan |
1 Pendapatan
2 Pendapatan Asli Daerah
3 Pendapatan Pajak Daerah XXX . XXX XXX
Pendapatan Retribusi N
N Daerah HEX ‘ xEX XXX
5 Hasil Pengelolaan Kekayaan xxx xx
Daerah yang dipisahkan
6 Lain-lain PAD yang sah XX XXX | XXX XXX
- Jumlah Pendapatan Ash
XXX XXX XXX
Daerah
8 Dana Perimbangan _ XXX XXX
Lain-lain Pendapatan yang '
9 sah XXX XXX
10 Jumlah Pendapatan XXX XXX XXX XXX
11 Belanja _ : _
12 Belanja Tidak Langsung XXX XXX XXX XXX
12.1 Belanja Pegawai XXX XXX XXX
12.2 Belanja Bunga - XXX XXX
12.3 Belanja Subsidi XXX XXX
12.4 Belanja Hibah XXX XXX
12.5 Belanja Bantuan Sosial XXX XXX
12.6 Belanja Bagi Hasil XXX XXX
12.7 Belanja Bantuan Keuangan . XXX XXX
12.8 Belanja Tidak Terduga XXX XXX
13 . Belanja Langsung XXX XXX : XXX
13.1 Belanja Pegawai XXX XXX XXX
13.2 Belanja Barang dan Jasa XXX XXX - XXX
13.2.1 Belanja Hibah Barang XXX XXX XXX
Hibah Barang/Jasa yang
13.2.1.1 | diserahkan kepada Pihak XXX XXX XXX
Ketiga /Masyarakat
13.2.9 Belanja Bantuan Sosial — — —
Barang
Bantuan Sosial Barang yang
13.2.2.1 | diserahkan kepada Pihak XXX XXX EXX
Ketiga /Masyarakat
‘Belanja Barang untuk
diserahkan kepada Pihak
13.2.2.2 | Ketiga/Masyarakat selain XXX - XXX XXX
Hibah dan bantuan Sosial v
Barang /Jasa selain hibah :
1323 ] dan bagn/tuan sosial XX S o =
13.3 Belanja Modal XXX XXX - XXX
14 Jumlah Belanja XXX XXX XXX XXX
15 Surplus/Defisit XXX XXX XXX XXX
16 Pembiayaan Daerah o
17 Penerimaan Pembiayaan XXX XXX
18 Pengeluaran Pembiayaan XXX XXX
19 Pembiayaan Neto XXX XXX
Sisa lebih pembiayaan
20 tahun berkenan (SILPA) X X




B. KONVERSI HIBAH BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL
BERUPA BARANG DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH

DAERAH
me | pal sngsn
1 Pﬁndgpﬁian . , _ Pendapilan
2 Pendagmiab Ash Dagrah | _ Pentdapuatan Asl Dagrah
] Pendspaian pajak dearah KK 3 Pendapaisn paisk daerah EXX
4 Pendapatan retr busi  Saemh XEX e Pendopaian wiribng  dasrah XX
5 Hasil alolazn hehayaan , Ranil Eelciaan kekayasn
ﬂaenﬁe&:ﬁa si:pisahkarf _ HEX ) ﬂaﬂréix;%w dipi&&hkarf X
| S Lain-lain F‘fm Yy sah X R Laint-iain PAR }'m_g %xaht AN,
Fi Jundaty Pendapatan Asl Daerah X5 Jumhh Pendapatan Ask Dsersh XK
3 Dany perimhangss KA 3| DaEa transtar i WK
E] Laindain pendapazan yang sah KER ————»|_kaindain pendanatan yangsah M
15 Jumiah peasdapatan X Jumnish peadapaian AXK
11 | Belenjs , ‘ Belaija _ _
42 | Belenjs Tidek Langsung HEX Belaaia Operasi o
124 | Belania Pegawai [ Emm Belanjs Pegdawai XX
2.3] Bunga o) Hebanga Barang, _ EXX
1241 Suhsish Ay ‘ 1
128] Hikah o Xxx Bunga ' 20
‘ 128! Banjuan Sosisl KX Suksidi , ‘ o
13 | Belzajs Largsung X Hikah ' . XX
Belenia pesaval X Bariguan Sosid | 1y
Belenja Borang dan Jasa XXX Belavja Modal ' XXX
1Hiah barsng s Jang X : '
diserdhbkan kepads phak
Ketiga/ maswargcst
2Bantuan  sesial  barangjasa %
yang dissrahlbsn kepays phak
Ketiza masyarasat
2iBarang/jass selain 1) dan 0 A%
Bedzaia modal s . .
14 Jumizh belanja A Jumizti Belania ' X
15 Surplus ¢ defisic xxx i Barpls [ defisit K
18 Pembiavaas dsersh Pambisraan faersh
17 | Penerimasn ponbayean XX »! Panerimaan pernbkyaan | ARX
18 | Pendshwaren pemibiayaan X »> F&ng__;garan perihisyEon X
19 Fembioraan netn R Pemblawsnnetn EEX
20 | Sisaienih pemdiayass tahun XXX | Sisaiebih pembiawan fatum XK
berkensan SILPAY - Lerkonaan (SILPAY

UPATI KEPULAUAN ARU,

————— o

THEDDY TENGKO




